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ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT TANAH
(Studi Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk)

Oleh
DEWI PRESTASIA

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya dipidana sesuai ketentuan Pasal 372
KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara. Issu hukum dalam
Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/ PN.TJK adalah Majelis Hakim memutus
Terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Permasalahan
penelitian adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah
dan bagaimanakah akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap
pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya diambil simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah
adalah terdiri dari pertimbangan yuridis, yaitu hakim mempertimbangkan unsur-
unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan tidak terpenuhi. Pertimbangan filosofis,
hakim mempertimbangkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang
dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri terdakwa
agar tidak melakukan kesalahan yang serupa jika menjalin hubungan keperdataan
dengan pihak lain. Pertimbangan sosiologis, hakim secara mempertimbangkan latar
belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa putusan lepas dari segala
tuntutan hukum yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Akibat
hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan sertifikat tanah ditinjau dari kekuatan hukumnya adalah putusan hakim
tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sedangkan ditinjau dari
hak terdakwa adalah terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi dalam hal
mengembalikan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat terdakwa.

Saran penelitian ini adalah: Hendaknya hakim yang menangani tindak pidana
penggelapan oleh terdakwa yang lebih dari satu orang mempertimbangkan cara
pelaku dalam melakukan tindak pidana dan mempertimbangkan rasa keadilan dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, Putusan Lepas, Wanprestasi



ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGE IN IMPOSITION
DECISION FREE FROM ANY CRIMINAL OFFENSES ON
EMBEZZLEMENT CERTIFICATE OF LAND CRIME
(Study of Decision No. 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk)

By
DEWI PRESTASIA

Perpetrators of criminal acts should be convicted of criminal evasion pursuant to
Article 372 of Criminal Code, with a maximum penalty of four years in prison. Legal
issues in the Decision No. 1046 / Pid.B / 2014 / PN.TJK is the Panel of Judges
Accused by a decision free from any lawsuits. The research problem is how the
consideration of judges in imposing the verdict free from any criminal offenses of
embezzlement lawsuits certificates of land and how the legal consequences of the
verdict off all lawsuits against the perpetrators of criminal acts of embezzlement of
land titles?

The research approach used juridical normative and empirical jurisdiction. The
data collection is done through library research and field study. The data were
analyzed qualitatively and subsequently drawn conclusions.

The results showed: Basic consideration of the judge in imposing a decision free
from any criminal offenses of embezzlement lawsuits land certificate is comprised of
a juridical considerations, namely the judge to consider the elements of Article 372
Criminal Code indicted are not met. Philosophical consideration, the judge
considered that the verdict free from all legal charges imposed on the defendant is
an effort to improve the defendant from committing the same mistakes if civil
relations with other parties. Sociological considerations, judges consider the social
background of the accused and noticed that the verdict free from all legal charges
imposed in accordance with the facts of the trial. The legal consequences verdict
free from any legal action against the perpetrators of the crime of misappropriation
of land certificates in terms of legal force is the judge's decision has binding legal
force and binding, whereas in terms of the rights of the accused is the defendant
entitled to rehabilitation in terms of restore capabilities, status, dignity and the
dignity of the accused

Suggestion of this research is: Should judges handling criminal acts of
embezzlement by the defendants that more than one person to consider how the
perpetrator in committing a crime and consider the sense of justice in the verdict
against perpetrators of the crime of embezzlement.

Keywords: Basic Considerations, Free From Any Criminal Offenses, Default
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim
setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana
kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah

melakukannya.*

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang
hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan
yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh
karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan
harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban
untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal

jadwal pembacaan putusan itu.?

! Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
? 1bid, him. 154



Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan
tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari
sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa
atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut
undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang

diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah
penggelapan sertifikat tanah sebagai dokumen otentik atas hak milik atas tanah .
Dasar hukum mengenai hak milik atas tanah terdapat dalam Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara
sesuka si pemilik hak yang sempurna. Pemilik dapat menggunakannya,
menikmatinya, memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum
pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27

UUPA, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.>

® Effendi Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum.
Cet.4. Jakarta: RajaGrafindo, 1994. him.3.



Berbagai kendala dalam bidang pertanahan yang sering kali dihadapi oleh
masyarakat di antaranya adalah sertifikat ganda, penyerobotan lahan yang diikuti
dengan tindakan penerbitan sertifikat oleh pihak yang tidak berhak merupakan
beberapa masalah pertanahan yang kerap muncul di masyarakat berkaitan dengan
kegiatan pendaftaran tanah, di mana hal tersebut disebabkan antara lain oleh
ketidaktahuan masyarakat tentang obyek tanah yang ternyata telah memiliki
sertifikat, kembali dimohonkan untuk diterbitkan sertifikatnya lagi (satu obyek tanah

memiliki dua sertifikat).

Salah satu hak atas tanah yang sering menjadi pangkal sengketa di pengadilan adalah
sengketa terhadap hak milik atas tanah. Secara yuridis hak milik diatur dalam Pasal
20 ayat (1) dan (2) UUPA yang menegaskan bahwa, hak milik adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, dan hak ini dapat beralih serta dialihkan

pada pihak lain.

Pengertian sertifikat menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang

ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Secara ideal dengan dimilikinya sertfikat tanah seharusnya pemilik tanah mempunyai
kekuatan hukum atas kepemilikan tanahnya, tetapi masih terjadi tindak pidana atas
kepemilikan tanah yang telah dilegalisasi dengan sertifikat tersebut. Tindak pidana

menurut Andi Hamzah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh



seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan
dalam undang-undang. Orang vyang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan*

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barangsiapa dengan sengaja
dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pelaku tindak pidana penggelapan seharusnya mendapatkan hukuman paling lama
empat tahun sesuai ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), tetapi pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/
PN.TJK, Majelis Hakim memutus Terdakwa | Sugan Sukiandjojo Bin Sukiandjojo
dan Terdakwa Il Basais Bin Sukiandjojo atas dakwaan tindak pidana penggelapan,

dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Putusan hakim ini bertolak belakang dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU) dengan Nomor Reg. Perk. No: PDM- 344/TJKAR/09/2014,
dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JPU
menuntut agar masing-masing terdakwa dipidana selama 6 (enam) bulan dikurangi

selama mereka terdakwa berada dalam tahanan.

* Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
him. 17.



Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk berpendapat
bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
REG.PERK NO: PDM- 344/TJKAR/09/2014 tertanggal 08 September 2014
perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan
pidana, tetapi merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para terdakwa
karena para terdakwa terlambat dalam penyerahan Sertifikat Hak Milik Tanah
tersebut kepada Sanusi Sukiandjojo, yang merupakan kewenangan Hakim Perdata
bukan kewenangan Hakim Pidana, oleh karenanya Hakim Pidana tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini. Majelis menyatakan bahwa perbuatan
wanprestasi merupakan kewenangan Hakim Perdata bukan kewenangan Hakim
Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum
(ontslag van alle rechtsvervolging). Oleh karena para terdakwa telah dinyatakan
lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), maka para
terdakwa harus dikembalikan hak para terdakwa dalam kedudukan, harkat serta
martabatnya. Para terdakwa yang berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara,

maka haruslah diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan.

Sesuai dengan dakwaan tersebut maka terlihat adanya ketidaksamaan pandangan
antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim dalam menentukan unsur-
unsur tindak pidana penggelapan, sehingga majelis hakim justru memutus lepas
terdakwa. Ketentuan mengenai putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan
ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.



(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim ini dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat
terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap
hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak
menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya
lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan
yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan
referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai
dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika
perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat
putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya
kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal

maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Anhar®, yang
berjudul: Tinjauan Yuridis Mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12 /Pid.B /2009/ PN.PL). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat
bukti baik berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa,

petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim sendiri. Namun, hukuman yang

®> Anhar, Tinjauan Yuridis Mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan
Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12
/Pid.B/2009/PN.PL), 2011. Jurnal Penelitian pada https://digilib.uns.ac.id/.Diakses Rabu 14
September 2016.



dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman
maksimal pidananya yaitu 5 (lima) tahun penjara, dalam hal ini penjatuhan pidana
oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakuknya
sendiri dan tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak
melakukan kejahatan. Pemberiaan efek jera (deterrent effect) dan daya cegah
(prevency effect) di sini, dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana
yang tajam diharapkan dapat memberikan efek prevensi general yaitu masyarakat
akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping
adanya efek jera bagi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi (prevensi

special).

Penelitian lain oleh Florensia Ria Pariambo,® yang berjudul Tinjauan Sosiologi
Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksipelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi
Kasus Putusan No0:212/Pid.B/2012/PN.SUNGG).Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa penerapan hukum oleh Hakim terhadap kasus ini sesuai karena sanksi yang
dijatuhkan dalam putusan No: 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG, dalam Pasal 374 KUHP
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang
dilakukan secara berlanjut sudah sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan hukuman terdakwa, sebagaimana dakwaan alternatif
sebelumnya yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan baik
oleh Majelis Hakim guna tercapainya keadilan antara pelaku dan korban mengenai

ganti rugi yang tidak tercapai oleh karena pelaku tidak sanggup mengembalikan uang

® Florensia Ria Pariambo, yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penjatuhan
Sanksipelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan No0:212/Pid.B/2012/PN.SUNGG).
Jurnal Penelitian pada repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36269/1/10E00206.pdf.Diakses Rabu
14 September 2016.



Perusahaan PT. H. Kalla secara kekeluargaan (melalui upaya restorative justice)

sampai pada tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian yang
berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari
Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Tanah (Putusan

Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk )

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah?

b. Bagaimanakah akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap

pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar
pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dan akibat hukum putusan lepas dari
segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah
dalam Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk . Ruang lingkup lokasi penelitian
adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan penelitian

dilaksanakan pada Tahun 2016.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a.

Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas
dari segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah
Untuk menganalisis akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum

terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sertifikat tanah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara toeritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya
kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim
dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tindak pidana
penggelapan sertifikat tanah

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi
aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku

penggelapan sertifikat tanah pada masa-masa yang akan datang.



D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir Penelitian

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian
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2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan
bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna
hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4
way test), yakni:

1) Benarkah putusanku ini?

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

4) Bermanfaatkah putusanku ini? ’

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik,
kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan

tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari

" Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina llmu, Surabaya, 2007, him.119.
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kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang hati-
hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu

yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.®

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan
oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat
yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut
atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan
yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.
Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan
keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan
melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih
ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus
dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya
dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari
putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa
dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi
atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan
juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman
yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari
putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan
pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi
yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak
yang berperkara.

8 1bid, him.120.
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Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini
berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini
menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut
bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi
anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat
dan bagi bangsanya.’

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana,

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai

sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada
ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis,
tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).
Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan
Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu
dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan
terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
dilakukan.

Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana
yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku
terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi
pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah
terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya
dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana
didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana
yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.'°

° Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar ~ Grafika,
Jakarta, 2010, hIm.104-105.
19 sydarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.67.
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Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan
meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig atau
null and void) karena kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiverd).
Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan
yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di

persidangan.™

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim
dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan
dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan

pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Teori lain yang digunakan adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam
menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap
putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing
(straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara
seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau
berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat
ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian
subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di

sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis.

1 1bid, him.68.
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Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah
tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat
diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa

pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi
melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan,
misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin
dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena
keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan
laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama
berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan

sebagai faktor menentukan pemidanaan.*?

Dasar pertimbangan hakim yang tercantum dalam Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2015:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. kesalahan pembuat tindak pidana;

2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;

3. sikap batin pembuat tindak pidana;

4. cara melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah
direncanakan atau tidak direncanakan;

5. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

6. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;

7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

8. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

9. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
10. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar
pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 13

12 yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini. Jakarta.
2006, him 363
B3 https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/Diakses Senin 05 September 2016
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Penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 55 RUU KUHP

Tahun 2015 sebagai berikut:

1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(")

(8)

Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan
di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak
pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan
secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan
dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang
ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa
penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga
memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan
melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas
juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana
bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung
jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan
berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari
keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-
sedang saja (kalangan kelas bawah).

Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak
pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya
tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku
dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih
baik dan berguna.

Pengaruh pidana terhadap korban dan keluarga korban

Adanya pengaruh yang buruk akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku,
bagi korban dan keluarganya. Baik pengaruh yang bersifat fisik maupun
pengaruh yang bersifat nonfisik.
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(9) Permaafan dari korban dan keluarga korban
Adanya permaafan yang diberikan korban dan keluarganya kepada pelaku
menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman terhadap
terdakwa

(10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.*

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu
lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam
memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.*

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang
luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti
yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan
aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan
atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu,

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum

Y https://slissety.wordpress.com/buku-i-ruu-kuhp/Diakses Senin 05 September 2016
1> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 32.
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tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan

sebagaimana seharusnya.*®

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik
dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman
perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang
bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan
kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.*’

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era
modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi
kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara
moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.
Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat
dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.'®

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna
(utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan
adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian
tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum

tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum

*® Ibid, him. 33.
" Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, him. 4.
'8 Mardjono Reksodiputro. Op. Cit, him.76.
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tentu berguna bagi masyarakat. Penegakan hukum pidana dalam hal ini dilaksanakan
melalui dua sarana yaitu:
1. Penegakan hukum melalui sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi

penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya
kejahatan
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum

pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar®
Penegakan hukum dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dan
kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum
pidana (non penal policy). Penal policy pada dasarnya lebih menitik beratkan pada
tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy
lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.
Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, non penal policy
merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena
bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama

non penal policy adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.?

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana
dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah
“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana
(penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

19 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. him.12
% Ibid, him.78
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untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang
menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.
Kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen

dari modern criminal science disamping criminology dan criminal law. %

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat
dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang
(kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum
pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat
menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-
undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan
kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai

suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak
dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya
merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana).
Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan
penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana

yang merupakan bagian integral dari politik sosial.??

2! Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 him.22
? Ibid. him.23
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Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan
oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan
hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan
hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara
yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di
dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah
hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh
hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya,
sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan

hukum sebagai norma.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam
melaksanakan penelitian®. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian
dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah®*

b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam
menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara
tertentu melalui sidang pengadilan.?

c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan

terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103
2 |exy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hIm. 54
% Ahmad Rifai, Loc.Cit. him.112
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terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu
hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya
alat-alat bukti menurut undang-undang.”®

d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah
memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum
dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada
terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
bersalah melakukannya®’

e. Putusan lepas adalah putusan hakim yang didasarkan pada keyakinan hakim
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan kata lain perbuatan terdakwa
terbukti sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, tetapi perbuatan tersebut
bukan sebagai tindak pidana.”®

f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar
atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku
tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum?®

g. Tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP

adalah perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

*® 1bid, hIm.92.

" Moeljatno, OP.Cit, him. 46

% Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, him. 152-153Satjipto
Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25

# Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 25
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seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah

h. Sertifikat tanah menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan

pendekatan yuridis empiris.

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan
(library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

sebagai berikut:
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a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung

terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. Data

sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

a)

b)

d)

9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk
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2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai
sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian

yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
b. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +
Jumlah 2 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan
mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data
secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview) kepada nasumber

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang

diteliti.
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b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan
akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan
satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika

yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan
dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya
hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang
mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan
kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal
yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling
berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka

Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian putusan hakim dalam
perkara pidana, pengertian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana,
pengertian tindak pidana penggelapan, pengertian hak milik atas tanah dan

pengertian sertifikat tanah

Bab 111 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil
penelitian, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dan akibat hukum
putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

sertifikat tanah Putusan Nomor: 1046/Pid.B/2014/PN.Tjk

Bab IV Penutup
Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan
serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian

demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan
sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. ayat (2) menyatakan bahwa
dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan
diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat
dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa
guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat
mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat
berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada
pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan
hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran
hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual,

serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.®

% Ljlik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, him. 152-153
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Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang
dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada
Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi.
Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena
putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus
dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk
memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal

pembacaan putusan itu.*

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang
diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan
dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah
putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP.
Sistematikan putusan hakim adalah:

(1) Nomor Putusan

(2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa)

(3) Identitas Terdakwa

(4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)

(5) Surat Dakwaan

(6) Tuntutan Pidana

(7) Pledooi

(8) Fakta Hukum

(9) Pertimbangan Hukum

(10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan

(11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana

(12) Pernyataan kesalahan terdakwa

(13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman

(14) Kualifikasi dan pemidanaan

(15) Penentuan status barang bukti

(16) Biaya perkara

% 1bid, him. 153
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(17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
(18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan
Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam
beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan
perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan
sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim
harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau
sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu

sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh

seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan
penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum
untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses
peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu
tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan

berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.*

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik,
kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan
tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari
kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang hati-
hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu

yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

% Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 him.68.
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Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan
hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila
Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Terdakwa

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti,
namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu
tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan
telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena
itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang
didakwakan kepada Terdakwa®®

Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas,
sebagai berikut:

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah

tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan

menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum
pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan
jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas

¥ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar  Grafika,
Jakarta, 2010, hIm.104-105.
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minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan
disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas
(ontslag van alle rechtsvervolging), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang
dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi
pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas
berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal,
dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda
halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak
dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut

dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.*

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-
kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam
suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan
rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan
kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan
tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah
memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana,
hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya
menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di
samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan

hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

% M.Yahya Harahap. Op. Cit. him. 347
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Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam

melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan
putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya. *°

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim
dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan
dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan

pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

B. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan
salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu.
Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan
masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan

merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, hIm.103.
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demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem
norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat
dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-

tindakan tersebut.*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam
hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-
ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan
pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.
Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan

keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan
perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan
sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh
peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau
bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu

dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*’

% p_AF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, him. 12.
% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
1996, him. 152-153.
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Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk
mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan
peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk
menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan

melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini,
terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang
akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan
badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks
Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong

pembaharuan masyarakat.*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-
keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran
badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan
hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan
demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter
keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang

emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter,

% Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun, BPHN-
Binacipta, Jakarta, 1978, him. 11.
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yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-
hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang
lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif
dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan
bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi
semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan
demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk
membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di

dalam masyarakat.*

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya
terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya
untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh
melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau

pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep
hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan melakukan
pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas.
Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa

dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak

¥ Max Weber dalam A,A,G, Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial
(Buku 1), Sinar Harapan, Jakarta, 1988, him. 483.
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(pemidanaan in abstracto) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in

concreto). 0

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-
undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum
pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari
para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang
dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks
membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-
undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang tidak semata-mata
berkewajiban to adapt the law to this changed society, melainkan juga memiliki
kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan

masyarakat itu sendiri.**

Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti
perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu.
Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan
makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru

sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.*?

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian
pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang

perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman

0 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,
1991, him. 53.

“" Ibid, him. 54.

*2 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan, Bina Aksara,
Jakarta, 1979, him. 12.
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pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak
pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti
dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah

dilarang dan diancam pidana itu.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua
unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.*®

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-
undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di
dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro
berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (Opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens

en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-
unsur tindak pidana dalam UU

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku
mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat
yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu
benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-
Bewustzijn)

**p_AF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981 him. 193.
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Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan
suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya
dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
b) Culpa
Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu
pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si
pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang
berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.*!
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu
kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan
tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk
selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai
jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak

pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi
Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna

mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi.

* Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama Jakarta, 2004, him.
65-72.
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Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti
kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan
diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan
pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian
pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut dalam
sistem hukum pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau
pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan
hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana

sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan
peraturan perundangan di luar KUHP baik dalam bentuk undang-undang pidana
maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam
merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak
pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik

yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di
dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia
(Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana
khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Kepabeanan

dan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang
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penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan,
atau Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara
pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di

luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus.

C. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah perbuatan dengan
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau

pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Moch. Anwar menjelaskan pengertian dengan maksud melawan hukum’, istilah ini
terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang
secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan
memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku

harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.*

Pengertian *memiliki barang sendiri’ menurut Moch. Anwar adalah memiliki bagi
diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan
tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya.
Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis
perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan,

menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas

> Moch. Anwar, Hukum Pidana dan Tindak Pidana. 1986. him. 19.
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barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.
Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu
ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap
dulu, karena kejahatan penggelapan telah selesai terlaksana dengan selesainya

perbuatan mengambil barang.*

Menurut Moch. Anwar pengertian barang telah mengalami proses perkembangan,
dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta
kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan
dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap
bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan
sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.
Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek
penggelapan, atau sebagain lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak
ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan, yaitu barang-barang dalam

keadaan res nellius’ dan res derelictae’*’

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan ’barang’ adalah segala sesuatu yang
berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak
bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam
penggelapan barang itu harus dapat dipindahkan. Penggelapan tidak dapat terjadi
terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan

sebagainya. *®

*® Ibid.hlm. 20

" Ibid. him.21

8 R. Soesilo, 1984. Pokok - Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-Delik Khusus. Politea,
Bogor. him. 118
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Moch. Anwar menjelaskan pengertian *dengan maksud melawan hukum’, istilah ini
terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang
secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan
memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku

harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. *°

Pengertian ’memiliki barang bagi diri sendiri’ menurut Moch. Anwar adalah
memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut,
melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah
pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai
jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain,
menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap
penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia
bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup
apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya
sudah tertangkap dulu, karena kejahatan penggelapan telah selesai terlaksana dengan

selesainya perbuatan mengambil barang.*

Menurut R. Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Pengambilan
harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan
hukum. ’Memiliki’ artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan
‘melawan hukum’ berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak
minta ijin terlebih dahulu”. ®* Kata-kata *memiliki secara melawan hukum’ itu

sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut zich

** Moch. Anwar, 1986. Op. Cit. him. 24.
%0 Ibid. him 25.
% R. Soesilo, Op. Cit. him. 119.
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toeeigenen’, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah ’cara’ untuk

dapat memiliki suatu barang. >
D. Wanprestasi

Wanprestasi menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata adalah suatu keadaan di
mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu,
atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga
karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun
telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu
yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya

dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 1239 KUH Perdata dinyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan

penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan
sebagai mana mestinya tampa gangguan ataupun halangan . tetapi pada waktu
tertentu, yang tidak dapat digugat oleh para pihak, muncul halangan, sehingga
pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya

terjadinya wanprestasi dapat didiklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu:

%2 p AF. Lamintang, Op.Cit. him. 31.
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Faktor dari luar para pihak

Faktor dari luar adalah peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga
akan terjadi terjadi ketika perjanjian dibuat

Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari dalam manusia /para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari
diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau
kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat
yang timbul dari perbuatanya tersebut. >

Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalamperjanjian ini harus dinyatakan

terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. bahwa

pihak kridetur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Peringatan

tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa

peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan

desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

Menurut M. Yahya Harahap, peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai

yang diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitur. Pernyataan lalai tersebut

dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam bentuk pernyataan lalai yaitu:

1.
2.

Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.

Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah
ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati
batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur
untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga
menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu
yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian,tanpa
tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalali,
bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan
(aanmaning) dam bisasa juga disebut dengan Somasi. Dalam somasi inilah pihak
kreditor54menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak
debitur.

M. Yahya Harahap, Hukum Perjanjian, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, him. 7.
54 .
Ibid, him. 8.
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Adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitur,
maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak
mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyatan lalai sangat diperlukan karena
akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditor
maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi
perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan

apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur masih menurut M. Yahya Harahap, dapat berupa empat

macam kategori yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2) Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
diperjanjikan.

3) Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. *°

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa setelah mengetahui akibat-

akibat yang ditimbulkan karena wan prestasi yang disengketakan, maka diperlukan

upaya penyelesaiannya. Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan dua cara Yyaitu

musyawarah atau melalui pengadilan. Penyelesaian dengan cara musyawarah, artinya

ditempuh dengan cara penyelesaian kekeluargaan dengan upaya memanggil yang

melakukan perbuatan wanprestasi agar dapat mempertanggung jawabkan kerugian

dari perbuatannya. Penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, artinya

persengketaan itu yang timbul akibat wan prestasi dari salah satu pihak sudah / telah

dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan memanggil para pihak-pihak sehingga

memenuhi rasa keadilan.

%5 Ibid, 2008, him.87.
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E. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. >°

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana
melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.
Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akan

berpengaruh pada badan yang lainnya.*’

Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan
wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut
model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang
melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan
perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan
hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut
seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam
rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control
suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu

harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tampak bahwa sistem

*® Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
1994, him. 154

%" Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 22
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peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana
substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk
yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak
keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni

lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.>®

Pelaksanaan peradilan pidana mengenal satu istilah hukum yang dapat merangkum
cita-cita peradilan pidana, yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia
dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti
dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan
penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka
atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin
penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meski ia menjadi
pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk
mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar
pandangannya tentang peristiwanya, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap
tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk di sidang di

Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah
sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana

sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum

%8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him. 7.
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yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional
mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem
peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat

diberikan dan ditegakkan.

Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan
kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud
apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu
mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling
interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam sistem peradilan pidana
dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi
pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat
aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
penegakan hukum semata-mata.

2) Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai
suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan
yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur
organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan
adalah sistem administrasi.

3) Pendekatan sosial
Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat
secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak
berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan
tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. *°

Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah:

1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana
(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan)

2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan
pidana

* Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 24
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3) Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi
penyelesaian perkara

4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of
justice®

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup

praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama

membentuk suatu integrated criminal justice system.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum.

2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana. ®

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem

akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara

subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan

kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen sistem

peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

% |bid, 1996, him. 25
81 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1997, him. 62
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Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari
suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran
pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal yaitu
menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang

hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum.
F. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau
berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga
mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.
Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna
(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil

(secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. ®

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu
peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah
hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk
segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-
bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan
strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang
daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan

rasa keadilan dalam masyarakat.

%2 Barda Nawawi Arief, Op, Cit, him. 12.
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Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana
dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dikenal dengan istilah
“kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana
(penal policy) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis
untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan
untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, Pengadilan yang
menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan Pengadilan.
Kebijakan hukum pidana (penal policy) tersebut merupakan salah satu komponen

dari modern criminal science disamping criminology dan criminal law. &

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat
dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang
(kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum
pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat
menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-
undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan
kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai
suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk
membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan
dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan
agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana

merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan

% Sudarto, Op Cit, him. 77.
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peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik

sosial.®*

Kata politik cendrung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan,
siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan
sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan.®®
Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang tentunya penuh dengan

pragmatisme.®®

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-
langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum
pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan
semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana
dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat
yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu dan intensitas pengaruhnya tidak
sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat
dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya
dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol
yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang
dijadikan tindak pidana berhubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”,
yaitu proses untuk menjadikan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi

tindak pidana.

#Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 him. 22-23.
% WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa Departemen P dan K, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 976, him. 763

%Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, Politik Pembangunan Hukum
Nasional, Penerbit Ull PRESS Yogyakarta 1992, him. 88.
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Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi
masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu,
karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka
kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala
usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu
masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.
Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam
masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan

pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Menurut Muladi diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya
(enforceability) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus
memenuhi Kriteria yaitu:

1) Necessity, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan
sistematis dan terencana;

2) Adequacy, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan
kadar kepastian yang tinggi,

3) Legal certainty, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan
jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;,

4) Actuality, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan
masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;

5) Feasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat
dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;

6) Verifiability, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap
uji secara objektif;

7) Enforceability, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar diaati dan
dihormati;

8) Provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam
pembuktian.®’

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai

paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita

"Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie
Center, Jakarta, 2002.hIm.17
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hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-
nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum.

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran
implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum
positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya),
karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan
berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya
persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi
persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai
kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya
kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, overlapping substansi antara
satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan

antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Fenomena overlapping substansi tersebut tidak selayaknya/perlu terjadi, karena
sesama pejabat publik atau civil servant tidak perlu rebutan kewenangan, karena
tujuan keberadaan civil servant adalah melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat
demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Namun karena
kewenangan atau kekuasaan sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan
penyimpangan (abuse of power), maka ada kecenderungan untuk selalu meminta

kekuasaan yang lebih melalui suatu undang-undang.

Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam
sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut,

diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan
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pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan
kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud
apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu
mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling

interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Hukum itu ekpresi dan semangat dari jiwa rakyat (volksgeist). Selanjutnya dikatakan
bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada
masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-
undang seperti terdapat pada masayarakat modern. Pada masyarakat yang sedang
membangun perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang

kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya®

Penjelasan di atas menunjukkan fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan
sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak
untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan
perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum
sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada
penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau
datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai
bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat
dirumuskan kembali ke dalam norma hukum yang kemudian disusun menjadi tata

hukum.

% Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006,
him. 12-13.


http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat,
maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat.
Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang
luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang
heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang

sederhana sampai pada masyarakat yang komplek.*®

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari Teori Sistem Hukum menurut

Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, menjelaskan

bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure),

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-
lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum
yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari
pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau
dilaksanakan. °

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat

dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga

substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat
tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan

ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas

* Ibid, him. 14.

" Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, him.
8L
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untuk  diambil adalah  meletakan atau  menggariskan  prinsip-prinsip
pengembangannya. Sebatas inilah blue print-nya. Untuk itu maka gagasan dasar
yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau
parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga
negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah,
hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan
pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi

RUU atau UU yang akan dibentuk.

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang
ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini
menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan
kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum
yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar
praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan
demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang
perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat

berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut
dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis
yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi
kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar
bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum. Wibawa

hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih dari pada itu



59

mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat
dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan

menghormati hukumnya.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai
yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun
negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan
diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan
menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. Pembentukan undang-
undang memang merupakan budaya hukum, tetapi mengandalkan undang-undang
untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada
norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah

hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) tidak berarti
antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan
tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang
independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari
fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara
subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektifvitas suatu peraturan.
Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur
saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi taraf kesadaran hukum
seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada
hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia

akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.
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Berkaitan dengan budaya hukum (legal culture) ini, menurut Roger Cotterrell dalam
Mochtar Kusumaatmadja, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman
ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan
sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara
terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan
signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang
lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga
hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan
banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak

sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.”

™ Roger Cotterrell, The Sociology of Law an Introduction, London: Butterworths, 1984, dalam
Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Fungsi dan Perkem-bangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,
Bandung: Binacipta, hIm. 25.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan

2.

hukum tindak pidana penggelapan sertifikat tanah terdiri dari pertimbangan
yuridis, yaitu hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang
didakwakan tidak terpenuhi, Hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa ini
merupakan bentuk hubungan hukum keperdataan sehingga yang berhak
memutuskan perkada adalah Hakim Perdata, dengan demikian hakim memutus
terdakwa dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan
filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan
hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki
diri terdakwa agar tidak melakukan kesalahan yang serupa jika menjalin
hubungan keperdataan dengan pihak lain. Pertimbangan sosiologis, hakim secara
mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa
putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan telah sesuai dengan

fakta-fakta persidangan.

Akibat hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak

pidana penggelapan sertifikat tanah ditinjau dari kekuatan hukumnya adalah
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putusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
Sedangkan ditinjau dari hak terdakwa adalah terdakwa berhak mendapatkan
rehabilitasi dalam hal mengembalikan kemampuan, kedudukan, harkat serta
martabat terdakwa. Terdakwa tidak dipidana karena tidak terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum, tetapi merupakan perbuatan perdata.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim yang menangani tindak pidana penggelapan oleh terdakwa
yang lebih dari satu orang, mempertimbangkan cara pelaku dalam melakukan
tindak pidana baik yang masuk dalam perbuatan melakukan, menyuruh
melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan
hukum, sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan para terdakwa.

2. Agar Majelis hakim yang menangani tindak pidana penggelapan
mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan yang mengakibatkan kerugian pada korban, sehingga
memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya untuk mengantisipasi

agar tidak terjadi tindak pidana serupa dalam kehidupan masyarakat.
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